SALINAN

PCRATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Huruf
A, Angka 2 Lapiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 20i0 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Teknis Penataan Organisasi perangkat
Daerahh yang menyatakan adanya penambahan
fungsi untuk pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang harus diatur dengan
Peraturan Bupati;

b. bahwa dengan dilaksanal:annya Peraturan Bupati
Sekadeu Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau
berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan
ketentuan perundarg-undangan yang berlaku perlu
adanya perubahan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbarigan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Perubahan Peraturan Bupati Sekadcu

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Orguanisasi,
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Mengingat

1.

Tugas Pokok, Fungsi dar Tata Kerja Dinas
Pendapatan Kabupaten Sekadau dengan Feraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimartan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Repullik Indonesia
Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemb:ran Negara Republil:
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lemberan Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pesrubahan atas Undang Undang 32
Tahun 2004 t:ntang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Takun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Jndangan
{Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 Tentaug Pengelolaan Xeuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4579);



6. Peraturan Pemerincah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 898, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam llegeri Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik ladonesia
Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis

Fenatean Organisasi Perangket Daerah,;

MEMUTUSKAN:

Menetapkar : PERATURAN BUPAT: TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG SUSJNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN CAERAH KABUPATEN
SEKADATJ.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Perzturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi lan Tata Kerja Dir.as
Pendapatan Dasrah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau
Nomor 98) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bagian Ketiga Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi
szbagai berikut :

Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagairmana dimaksud dalam Pasal 12
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008, Bidang Pendataan dan Penetapan
mempunyai fungsi :
a. penyusunan petunjuk programa kerja dibidang pendataan dan
penetapan,;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijalian teknis, fasilitasi, koordinasi
serta pembinaan dibideng Pendataan wajib pajak, pendaftaran dan
melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan




verhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan
pendapatan laininya;

c. penyusunan Kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;

d pelaksanaan monitor'ng, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dibidang Pendataan wajib pajak, pendaftaren dan melakukan
kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan,
penerbitan Sura. Ketetapan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;

e. penyeleggaraan pelayanan umum bidang pendataan wajib pajak,
pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokimentasian data serta
melaksanakan perhitungan, peerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
dan Pendapatan lainnya;

f. pengerdalian kegiatan bidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan
melakukan kegiatan penaokumentasian data serta melaksanakan
perhitungan, penevbitan Surat Ketetapan Fajak Daerah dan
pendapatan lainnya;

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pendataan wajib
pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data
serta meiaksanakan perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Daerah dan pendapatan lainnya;

h. pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB
Perkotaan /Perdesaan; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan pada Bagian Ketiga dalam Pasal 15 diutah sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut :

Pasal i5

1). Seksi Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008, melaksanakan sepagian tugas
Bidang Pendataan dan Penetapan meliputi :

a. meiaksanakan kegiatan Pendafiaran dan Pendataan Wajib Pajak yang
melaksanakarn: usaha dengan nienggunakan SPTPD;



2).

b. melaksanakan Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak yang belum
merailiki NPWPD;
c. menerima, Menelaah dan memeriksa kelengkapan SPTPD;
d. melaksanakan pendataan, penilaian obyek Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunar (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
e. pengoulahan Data dan Informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
f. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
g pclaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
dan _
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendataan dau Penetapan maunun oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Seksi Perhitungan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) huruf b Peraturan 3upati Nomor 21 Tahun 2008,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan
meliputi :
a. melaksanakan kegiatan perhitungan den penetapan pajak
terhutang wajib pajak ;
0. menerbitkan dan 1aendistribusikan semua jenis Surat Ketetapan
Pajak Daerah vang berkaitan pajak daerah dan pendapatan lainnya;
c. mengoreksi, meneliti dan menganalisa nota perhitungan pajak
daerah ;

d. menyiapkan daftar surat ketetapan pajak daerah;

®

menyiapkan data perbaikan, pembatalan, penguraagan dan

penghapusan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan

pembayaran ;

f. melaksanakan perhitungan dan penetapan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendataan dan Penetapan maupun Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.




3. ketentuan pada Bagian Ketiga dalam Pasal 20 diubah sehinggn Pasal 20
berbunyi sebagei berikut :

1).

2).

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (J) huruf a Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan Penagihan
meliputi :

a. melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan untuk setiap
ienis penetapan, penerimaan pajek daerah, Petribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya;

b. melaksanakan pembukuan kertas berharga dan porporasi kertas
berharga;

c.  menyusun daftar tunggakan pajak ;

d. menyusun laporan realisasi Pendapatan Asii Daerah (PAD), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaaa dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Baigunan (B’HTB); dan

e. meiaksanakan tugas lain yeng diberikan oleh Kepala Bidang
Pembukuan dan Penagihan ma'ipun Kepale Dinas sesuai dengan
tugas dan fuagsinya.

Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pupati Nomor 21 Nomor 2008,

mclaksanakan cebagian tugas Bidang Pembukuan dan Penagihan

mel puti :

a. melaksanakan penagihan tahun berjalan dan tunggakan pajak
dengan media SSP’C;

b. meleksanakan pemeriksaan dan penagihan wajib pajak daerah dan
Retribusi daerah seria melakukan verifikasi surat Ketetapan pajak
rampung;

c. melaksanakan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;

d. meaksanakan pemungutar 'angsung. mengkoordinasikan dengan
Mapatda kecamatarn penagihar pajak daerah/retribusi daerah; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembukuan dan Penagihan maupun Kepala Dialas sesuai cengan

tugas den fungsinya.




Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
reraturan Bupati ini, dengan penempatannys dalam Berita Daerah
Kabupaten Sexkadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 21 Cl:tober 2013

BUPATI SEKADAU
TTD

SIMCN PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETAFIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TTD
YOHANES JHON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 150.

Salinan sah sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekdau

SUBHAN, S Sos, M. Si.

Pembina.
NIP.197504261994121001



